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Bab II Tinjauan Pustaka

2.2
Bank

2.2.1 Pengertian Bank
Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah  bangku secara resmi dan populer menjadi Bank.

Menurut Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. dalam buku “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” yang dikutip oleh Kasmir, Bank adalah:
 “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

 







(2008;25)
Pengertian Bank menurut Dictionary of Banking and Financial Service By Jerry Rosenberg yang diterjemahkan oleh Taswan dalam buku “Manajemen Perbankan”, bahwa Bank yaitu:
 “Lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dassar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga”








(2006;02)

Senada dengan pengertian, menurut Malayu S.P.Hasibuan dalam buku “Dasar-dasar Perbankan” mengemukakan bahwa bank adalah:
“Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”








(2007;02)

Karena demikian eratnya kaitan bank dan uang berdasarkan pengertian diatas, maka bank disebut juga sebagai lembaga yang berniaga uang, yaitu bank menerima simpanan uang masyarakat (to receive deposits) dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Kemudian uang tersebut dikembalikan lagi pada masyarakat dalam bentuk kredit (to make loan).

2.2.2
Jenis-jenis Bank
1.
Dilihat dari segi fungsinya

Berdasarkan Undang-Undang pokok perbankan nomor 7 tahun 1992 yang ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998, maka jenis bank terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank Umum sering disebut bank komersil (commercial bank).
Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, bank umum dapat melakukan kegiatan usaha pokok berikut:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2) Memberikan kredit.

3) Menerbitkan surat pengakuan utang.

4) Membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, contohnya: surat wesel, Sertifikat Bank Indonesia(SBI), obligasi, dan lain-lain.
5) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

6) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lain.

7) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (save deposit box).

9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (custodian-ship).

10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11) Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan.

12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

13) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintahan.
14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan kegiatan lainnya.

Selain usaha yang diizinkan, terdapat usaha-usaha yang dilarang bagi bank umum, antara lain usaha perasuransian.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

Untuk mewujudkan tugas pokoknya tersebut, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat melakukan usaha berikut:
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu..

2) Memberikan kredit pada nasabah 

3) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, Deposito berjangka dan sertifikat deposito.

4) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatas, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut:
1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalamlalu lintas pembayaran.

2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing 

3) Melakukan usaha pengasuransian

4) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.
2.
Dilihat dari segi kepemilikannya

Dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang besangkutan. 

Menurut Malayu S.P.Hasibuan dalam buku “Dasar-dasar Perbankan” jenis-jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:


“ a.
Bank milik pemerintah

b.
Bank milik swasta nasional

c.
Bank milik koperasi

d.
Bank milik asing

e.
Bank milik campuran”



















(2007;27)
Adapun pengertian dan jenis bank dilihat dari segi kepemilikan diatas dapat dijelaskan di bawah ini:
a.
Bank milik pemerintah
Merupakan bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain:
1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)

2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

3) Bank Tabungan Negara (BTN)
4) Bank Mandiri

b.
Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun dimiliki oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:
1) Bank Central Asia (BCA)

2) Bank Danamon

3) Bank Internasional Indonesia

4) Bank Lippo

5) Bank Mega

6) Bank Niaga

7) Bank Universal
c.
Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.
d.
Bank milik asing

Merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik bank swasta atau pemerinta asing. Jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh Bank Asing adalah:
1) ABN (Amro Bank)

2) American Express Bank

3) Bank of American
4) Bank of Tokyo
e.
Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Contoh bank campuran antara lain:

1) Bank Finconesi
2) Bank Mirincorp

3) Bank POFCI

4) Bank Sakura Swadarma.

2.2.3 Usaha Pokok Bank
Bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Lembaga Perkembangan Perbankan Indonesia-LPPI). Usaha pokok bank didasarkan atas empat hal pokok, yaitu:

1. Denomination divisibility,
2. Maturity flexibility,
3. Liquidity transformation, dan

4. Risk diversivication.
Dari ke empat hal pokok diatas yang mendasari usaha pokok bank, dapat diuraikan dibawah ini:
1. Denomination Divisibility

Artinya bank menghimpun dana dari SSU (Surplus Spending Unit) yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhanjumlahnya akan semakin lebih besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan DSU (Defisit Spending Unit) yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.
2. Maturity Flexibility
Artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan, dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan SSU juga bervariasi sehingga ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam oleh DSU dari bank yang bersangkutan. Pembayaran kredit kepada DSU harus didasarkan atas yuridis dan ekonomis.
3.
Liquidity Transformation
Artinya dana yang disimpan oleh para penabung SSU kepada bank umumnya bersifat liquid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas/giro wajib minimumnya. Giro wajib minimum ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhitungkan jumla uang beredar (JUB) agar seimbang dengan volume perdagangan (Rumus Irving Fisher, yaitu MV=PT). Dengan seimbangnya JUB, diharapkan nilai tukar uang relatif stabil.
4.
Risk Diversivication

Artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga risiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil.

Berdasarkan keempat usaha pokok bank diatas, bank disebut juga Lembaga Kepercayaan.
2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dan bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70%-80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit devisit. Kedua, penyaluran kredit memberikan spread yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, sumber dana bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitupun dalam bahasa latin kredit berarti “credere” yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan mecet. 

Dalam dunia perbankan, kepercayaan dapat diberikan atau diterima dalam bentuk uang. Pihak – pihak yang berhubungan dengan transaksi itu adalah yang memberikan Kredit, biasanya lembaga keuangan bank maupun non bank, sedangkan yang menerima Kredit biasanya adalah anggota masyarakat yang berbentuk perseorangan maupun badan hukum.

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis kredit ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.
Kredit menurut Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Bab I, PasalI, Ayat (12) disebutkan dalam buku Kasmir, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, bahwa Kredit yaitu: 
 “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keun-tungan”








(2008;96)

Pengertian Kredit menurut Thomas Suyatno, dkk menyebutkan dalam buku “Kelembagaan Perbankan”, bahwa Kredit adalah:

 “Penyediaan uang, atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjan atara bank dan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”.

(2003;50)

Sementara menurut Malayu S.P.Hasibuan dalam buku “Dasar-dasar Perbankan” pengertian Kredit adalah:

“Jenis-jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”

(2007;87)
Berdasarkan pengertian diatas satu sama lain adalah menunjukan adanya unsur kesamaan sehingga dari arti lain Kredit diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kredit adalah suatu persetujuan pinjam-meminjam yang berdasarkan kepercayaan antara dua pihak, yaitu pemberi Kredit dan penerima Kredit yang mana pihak penerima Kredit berkewajiban melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama beserta bunganya.

2.3.2
Unsur-Unsur Kredit
Dari unsur-unsur kredit yang terkandung dalam kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.
Kreditur


Yaitu orang atau atau badan yang memiliki dana (berupa uang, barang atau jasa)

2. Debitur

Yaitu pihak yang membutuhkan atau meminjam dana (berupa uang, barang atau jasa) yang dimiliki kreditur.

3. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa barang, uang atau jasa) akan benar-benar kembali diwaktu tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian penyelidikan ini tentang masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
4. Kesepakatan 

Disamping unsur percaya, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini ditujukan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
5. Jangka Waktu

Setia  kredit  yang  diberikan  memiliki  jangka  waktu  tertentu,  jangka  waktu  ini  mencakup  masa  pengembalian  kredit  yang telah  disepakati jangka  waktu  tersebut  bisa  berbentuk jangka  pendek, jangka  menengah dan panjang.
6. Risiko

Adanya  suatu  tenggang  waktu  pengembalian  akan menyebabkan suatu risiko tidak  tertagih. Semakin  panjang  suatu  kredit  semakin  besar  risikonya  demikian  pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank,  baik  risiko yang  disengaja oleh  nasabah  yang  lalai, maupun oleh risiko  yang  tidak disengaja  misalnya  terjadi  bencana  alam  atau  bangkerut usaha  nasabah  tanpa  ada  unsur  kesengajaan  lainnya.

7. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit  ini merupakan keuntungan bank.
2.3.3
Fungsi dan Tujuan Kredit

Adapun  fungsi-fungsi  kredit   bagi  masyarakat  dalam  rangka memberikan  fasilitas  kredit,  antara  lain:

a. Menjadi  motivator  dan  dinamisator  peningkatan  kegiatan  perdagangan  dan perekonomian

b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
c. Memperlancar arus barang dan arus uang

d. Meningkatkan hubungan Internasional (L/C, CGI, dan lain-lain)

e. Meningkatkan produktifitas dana yang ada

f. Meningkatkan daya guna (utility) barang
g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

h. Memperbesar modal kerja perusahaan

i. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat

j. Mengubah  cara  berfikir /  bertindak  masyarakat  untuk   lebih  ekonomis.

Kemudian disamping fungsi-fungsi kredit yang telah diuraikan diatas, tujuan Penyaluran kredit antara lain:
1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit

2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada

3. Melaksanakan kegiatan operasional bank

4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat

5. Memperlancar lalu lintas pembayaran

6. Menambah modal kerja perusahaan

7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
2.3.4
Jenis-jenis Kredit

Menurut Malayu S.P.Hasibuan dalam buku “Dasar-dasar Perbankan”, menyatakan bahwa jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi anatara lain:
“
a.
Berdasarkan Tujuan/Kegunaannya

b. Berdasarkan Jangka Waktu

c. Berdasarkan Macamnya

d. Berdasarkan Sektor Perekonomian

e. Berdasarkan Agunan/Jaminan

f. Berdasarkan Golongan Ekonomi

g. Berdasarkan Penarikan Dan Pelunasan.”
(2007;88-90)

Jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, jenis-jenis diatas dapat diuraikan dibawah ini:
a.
Berdasarkan Tujuan/Kegunaannya

1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini tidak produktif.
2) Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitor. Kredit ini produktif.

3) Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan dihasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya kredit ini diberikan grace period, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain.

b.
Berdasarkan Jangka Waktu
1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.

2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.

3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
c.
Berdasarkan Macamnya

1) Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya.

2) Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya Usance L/C.

3) Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya red clouse L/C.
d.
Berdasarkan Sektor Perekonomian
1) Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.

2) Kredit perindustrian adalah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.

3) Kredit pertambangan adalah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.

4) Kredit ekspor-impor adalah kredit yang diberika kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.

5) Kredit koperasi adalah kredit yang disalurkan kepada jenis-jenis koperasi.

6) Kredit profesi adalah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru.
e.
Berdasarkan Agunan/Jaminan

1) Kredit agunan orang adalah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan
2) Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.

3) Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia. Kredit agunan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan pasal 1139.
4) Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti letter of credit (L/C).

f.
Berdasarkan Golongan Ekonomi

1) Golongan ekonomi lemah adalah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp.600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.

2) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

g. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

1) Kredit rekening koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
2) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.
2.3.5 Prinsip-prinsip Perkreditan
Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Malayu S.P.Hasibuan menyebutkan dalam buku “Dasar-dasar Perbankan”, bahwa untuk melakukan kriteria penilaian harus dilakukan dengan:
“
a.
Prinsip 5C


b.
Prinsip 7P


c.
Prinsip 3R.” 








(2007;106-109)
Adapun Uraian dari masing-masing prinsip diatas dalam melakukan kriteria penilaian yaitu:

a.
Prinsip 5C

Kriteria penilaian pemberian kredit dengan Prinsip 5C dapat diuraikan seperti dibawah ini:
1) Character (watak) calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang prilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar (willingness to pay) kewajibannya. Apabila karakter pemohon baik maka akan diberikan kredit, sebaliknya jika karakternya buruk kredit tidak dapat diberikan.
2) Capacity (kemampuan) calon debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. Jika kemampuan calon debitur baik maka ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk maka kredit tidak dapat diberikan.

3) Capital (modal) dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitu. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, struktur modal perusahaan bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkannya.

4) Condition of Economic atau kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit pada khususnya, jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan kreditnya akan ditolak.

5) Collateral (anggunan) merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus mempunyai anggunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet maka anggunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut (disita).
b.
Prinsip 7P  
Kemudian uraian kriteria penilaian kredit dengan Prinsip 7P adalah sebagai berikut:
1) Personality (kepribadian) adalah sifat dan prilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, kredit dapat diberikan, sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak akan diberikan. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya, sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulan.
2) Party adalah pengklasifikasian nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.
3) Purpose (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan untuk kegiatan konsumtif maka kredit itu tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja(produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi analis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat mempertimbangkan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.
4) Prospect adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Juka prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka kredit ditolak. Oleh karena itu, analis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.
5) Payment (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. Prinsip payment ini harus digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit agar pengembelian kredit berjalan lancar.
6) Profitabily adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapat laba. Profitabily diukur per period, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.
7) Protection Bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.
c.
Prinsip 3R
Begitu juga Prinsip 3R yang termasuk dalam kriteria penilaian kredit, diuraikan dibawah ini:

1) Returns adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
2) Repayment adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3) Risk Bearing Ability adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika risk bearing ability perusahaan kecil maka kredit diberikan. 
2.4 Prosedur Penyaluran Kredit

2.4.1 Pengertian prosedur

Menurut Ardiyos dalam buku yang berjudul “Kamus Besar Akuntansi” dikemukakan bahwa prosedur adalah:
 “Suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam” 

( 2004;734 )

Sedangkan menurut  Azhar  Susanto,  dalam  buku  yang  berjudul “Sistem  Informasi Akuntansi”  dikemukakan  bahwa  prosedur  adalah:
 “Rangkaian  aktifitas  atau  kegiatan  yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara bersama-sama” 
(2007;195).   
Dari definisi tersebut diatas jelas  bahwa prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang paling berhubungan dalam suatu instansi atau organisasi untuk menjamin keseragaman pelaksanaan  kerja. Atau juga bisa disebut  sebagai  aturan  atau tata  cara bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan.
2.4.2 Prosedur Penyaluran Kredit
Prosedur  penyaluran  kredit menjadi  tugas dan tanggung  jawab  atau  job description  dari  departemen (bagian)  pemasaran suatu  bank. Prosedur  yang  harus  dipenuhi  dalam  penyaluran kredit menurut Malayu S.P.Hasibuan, “Dasar-dasar Perbankan”, antara  lain: 
“ 1.
Calon debitur menulis nama, alamat, angunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit;

2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan;

3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut;

4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau Legal Lending Limit (L3) atau BMPK-nya.

5. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak. “
       (2007;91)
